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TENTANG

PENETAPAH PEI.AKSANAAN KEGIATAN SECARA SWAKELOLA
PADA BADAN PERENCANAAN PEiTBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN HALiIAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2O1O

[\4enimbang . a.

Mengingat : 1.

BUPATI HALIilAHERA BARAT,

behwa berdasarkan Pasa! 39 Keputusan Presiden R.l
Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada poin g

mengamanatkan bahwa pekeriaan khusus yang bersifat
pemrosesan data, perumusan kebijakan, penguiian
laboratorium, pengembangan sistem tertentu dan penelitian
oleh perguruarl tinggillembaga ilmiah pemerintah dapat
dilaksanakan dengan Sistem Swakelola;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud
huruf a, perlu mefietapkan Keputusan Bupati tentang
Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Secara Swakelola Pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;

Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat ll Dalam
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi
Undang-undang;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-
undang Nomor 43 Tahun 1999;

Uhdang-undahg Nomor' 46 Tahuh 1999 tentan$
Pembentukan Provinsi Maiuku Utara, Kabupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah
Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003
Pembentukah Khbupaten Halmahera Utara,
Haimahera Selatan, Kabupaten Kepuiauan Sula,
Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan
Maluku ljtara;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Ne$aia;
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6. Undang-undang Nomor 1

Perbendaharaan Negara;
Tahun 2004 tentang

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 20A4 tentang
Pemerintahan Daerah;

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2A04 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;

l0.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

l l.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi Can Pemerintahan Daerah
KabupatenlKota,

l2.Keputusan Presiden R.l Nomor 80 Tahun 2OA3 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Sebagaimana Telah Diubah Ketujuh Kalinya Dengan
Peraturan Presiden R.l Nomor 97 Tahun 2007;

l3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

l4.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Haimahera Barat;

l5.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1

Tahun 2010 tentang Penetapan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera
Barat Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN :

:

: Menetapkan Pelaksanaan Kegiatan Secara Swakelola Pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010, sebagaimana
tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

: Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, Kepala
Badqn Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Halmahera Barat, bertanggung jawab penuh pada prosedur
swakelola yang meliputi kegiatan perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pengelolaan
keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya
Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Pos Anggaran Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun .-

Anggaran 2O1O',

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

n
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KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DE IADATr LUAUN I PARAF

Sekretaris Daerah t/ "lq'*
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum

Kepala BAPPEDA L*/+'*
Kabag. Hukum & Orgs w"fr"'

Tembusan :

1. Yth. lvienteri Daiam Negeri di Jakaria,
2. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Yth. Kepata BAPPEDA Prov. Maluku Utara diSofifi,
4. Yth. lnspektur lnspektorat Kab. Halmahera tsarai di Jailoio,
5. Yih. Kepaia Dinas PPi(AD Kab. Haimahera Barat cji iaiioio.

Ditetapkan di : lailolo
pada tanggal l 2010

NAMTO H. ROBA

/
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I.AMPIMN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHEM BAMT
NOMOR : TAHUN 2010.
TANGGAL: 2010.

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN

SWAKELOI.A PADA
DAERAH KAzuPATEN
24rc.

PEI-AKSANAAN KEGIATAN SECARA

BADAN PERENCANMN PEMBANGUNAN
HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN

NO. PROGRAM KEGIATAN NII.AI KET.
1 Perencanaan Pembangunan Daerah - Penyusunan Draft Dokumen

Rencana Pembangunan Jangka

[4enengah Daerah (RPJMD)

Kab Halmahera Barat Tahun

2011-2016
- Koordinasi Perencanaan Sistem

Kesehatan Daerah (SKD)

Kabupaten Halmahera Barat
- Penyusunan Pemetaan

Perencanaan Pendidikan Kab

Halmahera Barat
- Pengumpulan dan Pengolahan

Data Statistik Daerah (Halbar
dalam Angka {HDA}), lndeks

Pembangunan Manusia (lPM)

dan Produk Dornestik Regional

(PDRB)
- Evaluasi RPJMD, Penyusunan

lnformasi dan Proggress

Pembangunan Daerah Tahun
2001-2010 (LP Bupati)

- Penyusunan, Pengumpulan

Updating Data lnformasi

Kebutuhan Penyusunan

Dokumen Perencanaan
(STMRENDA)

- Penyusunan Rancangan RKPD

dan Penetapan RKPD

Rp 300.000.000,-

Rp

Pn

190.700.000,-

190.700.000,-

150.000.000,-Rp

Rp. 150.000.000,-

Rp 250.000 000,-

Rp. 150.000.000,-

PEJABAT PARAF,
Sekretaris Daerah f-e/"7 -r-,
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum It
Kepala BAPPEDA /, "L-'
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